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ABSTRACT

Problem Statement: This study is motivated by the importance of synergy among the government,
community, and non-governmental actors in the development of community-based tourism. Kampung
Namatota in Kaimana Regency is one of the tourist villages with great potential in terms of natural and
cultural aspects, but its implementation faces various collaborative challenges. Purpose: The purpose of
this study is to analyze how collaborative governance is applied in the development of tourism in
Kampung Namatota, focusing on the actors involved, the collaboration process, as well as the supporting
and inhibiting factors encountered. Method: This research uses a qualitative descriptive approach with
data collection techniques through observation and documentation, without direct interviews. Data
analysis is conducted thematically based on the collaborative governance theory by Ansell and Gash
(2008), which includes four main elements: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the
process, and shared understanding. This method allows detailed understanding of the forms of
cooperation, actors' roles, and dynamics that occur. Informants were purposively selected based on their
direct involvement, including village officials, Tourism Office, community leaders, customary
institutions, and NGOs to obtain relevant and representative data from various perspectives. Data were
collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, then
analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with triangulation to ensure data validity
and reliability. This study aims to provide a factual and applicable overview of collaborative governance
practices as well as supporting and inhibiting factors in community-based tourism development at the
site. Result: The results show that the implementation of collaborative governance in Kampung
Namatota involves the Kaimana Regency Government, Tourism Office, Sinara NGO, village officials,
and local communities. Trust among parties and the active role of Sinara NGO in strengthening
community capacity are the main factors supporting the success of the collaboration. Conclusion: The
application of collaborative governance in tourism development in Kampung Namatota runs
participatively by involving various actors, including the Kaimana Regency Government, Tourism
Office, Sinara NGO, village officials, and local communities. The main factors supporting the success
of this collaboration are the trust built among parties and the active role of Sinara NGO in enhancing
community capacity. However, the sustainability of this collaboration requires strong commitment from
all parties and continuous cultivation of shared understanding to ensure that community-based tourism
development in Kampung Namatota can be effective and sustainable.
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ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat,
dan aktor non-pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas. Kampung
Namatota di Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kampung wisata yang memiliki potensi besar
dari aspek alam dan budaya, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan kolaboratif.
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana collaborative governance
diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota, dengan fokus pada aktor yang
terlibat, proses kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Metode: Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi
dan dokumentasi, tanpa melibatkan wawancara langsung. Analisis data dilakukan secara tematik
berdasarkan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat elemen
utama: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman
bersama. Metode ini memungkinkan pemahaman detail tentang bentuk kerja sama, peran aktor, serta
dinamika yang terjadi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka,
meliputi aparat kampung, Dinas Pariwisata, tokoh masyarakat, lembaga adat, dan LSM, guna
memperoleh data yang relevan dan representatif dari berbagai perspektif. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran faktual dan aplikatif mengenai praktik collaborative
governance serta faktor pendukung dan hambatan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
di lokasi tersebut. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative
governance di Kampung Namatota melibatkan Pemerintah Kabupaten Kaimana, Dinas Pariwisata, LSM
Sinara, aparat kampung, dan masyarakat lokal. Kepercayaan antarpihak dan peran aktif LSM Sinara
dalam penguatan kapasitas masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan kolaborasi.
Kesimpulan: Penerapan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kampung
Namatota berjalan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk Pemerintah
Kabupaten Kaimana, Dinas Pariwisata, LSM Sinara, aparat kampung, dan masyarakat lokal. Faktor
utama yang mendukung keberhasilan kolaborasi ini adalah adanya kepercayaan yang terbangun antar
pihak serta peran aktif LSM Sinara dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Meskipun demikian,
keberlanjutan kolaborasi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dan pemahaman
bersama yang terus dipupuk agar pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Namatota
dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Collaborative Governance, Pariwisata, Partisipasi.



I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pengembangan sektor pariwisata saat ini memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan. Collaborative Governance, sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan
Gash (2008), merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam
menangani isu publik secara inklusif dan konsensus-oriented. Pendekatan ini sejalan dengan amanat
UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam konteks ini, kolaborasi
tidak hanya dimaknai sebagai kerja sama administratif, melainkan sebagai dinamika interaktif yang
menciptakan nilai bersama melalui proses dialogis, seperti yang ditekankan oleh Emerson et al. (2012)
dalam kerangka kerja integratif mereka. Kolaborasi yang efektif membutuhkan pemahaman konteks
sosial, ekonomi, dan institusional yang melingkupi suatu wilayah, serta adanya kepercayaan antaraktor
(Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi,
pelestarian budaya, dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, akibat pandemi, pendapatan menurun
drastis dan baru mulai pulih pada 2022 dengan capaian USD 7,03 miliar (Statista, 2023) . Kondisi ini
menegaskan perlunya strategi pengelolaan pariwisata yang adaptif dan kolaboratif.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai tantangan adalah
Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Papua Barat. Daya tarik seperti interaksi dengan lumba-lumba
dan hiu paus, tradisi adat Sasi Nggama, serta lanskap alam seperti Danau Ubur-Ubur dan Pantai Sagnus
Morait menjadi aset penting. Namun, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas SDM lokal,
minimnya promosi, serta faktor geografis dan cuaca ekstrem menjadi hambatan utama.

Pengalaman kolaboratif dalam perencanaan wisata komunitas lokal telah banyak dikaji,
misalnya oleh Jamal & Getz (1995), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam
merancang dan mengelola destinasi wisata berbasis komunitas. Demikian pula, Aas et al. (2005) dalam
studi mereka di Laos menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian warisan budaya
yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata. Lebih lanjut, Bramwell & Sharman (1999)
mengajukan model evaluatif untuk menilai apakah kolaborasi lokal telah menciptakan pembelajaran
kolektif dan konsensus yang menyeluruh, serta mengurangi ketimpangan kekuasaan antar pemangku
kepentingan. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di Namatota, di mana keterlibatan lokal sering
kali masih bersifat marginal. Selain itu, pengelolaan kolaboratif juga harus memperhatikan dinamika
kontrol dan kepercayaan, sebagaimana diuraikan oleh Sundaramurthy & Lewis (2003). Terlalu
dominannya kontrol dapat menghambat inovasi dan komitmen stakeholder, sedangkan kolaborasi yang
terlalu longgar bisa berujung pada konflik kepentingan.

Dalam konteks inovasi dan daya saing pariwisata lokal, studi Novelli et al. (2006) menunjukkan
bahwa pengembangan cluster dan networking antar pelaku usaha kecil di sektor pariwisata dapat
meningkatkan kapabilitas inovatif mereka. Namun, hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan peran
aktif dari semua pemangku kepentingan. Model pengelolaan berbasis orientasi pemangku kepentingan
seperti diusulkan oleh Sautter & Leisen (1999) juga dapat diterapkan untuk menyelaraskan tujuan antar
aktor yang memiliki orientasi relasional dan transaksional yang berbeda dalam proses perencanaan
pariwisata. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Collaborative Governance dan memperhatikan hasil-
hasil penelitian terdahulu, pengembangan wisata di Kampung Namatota dapat diarahkan menjadi lebih
inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat
identitas budaya masyarakat adat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).



1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji pentingnya kolaborasi antar pemangku
kepentingan dalam tata kelola destinasi wisata dan pelayanan publik, masih terdapat sejumlah
kesenjangan antara konsep ideal collaborative governance dengan realitas implementatif di lapangan,
khususnya di konteks lokal dan wilayah berkembang. Pertama, studi Nurnawati et al. (2024)
mengindikasikan bahwa Mal Pelayanan Publik di Banda Aceh telah menerapkan model kolaborasi lintas
sektor, namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi
serta infrastruktur pendukung. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara idealisme collaborative
governance—yang mengedepankan sinergi lintas sektor berbasis teknologi—dengan kondisi faktual
berupa keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu yang
berfokus pada kolaborasi dalam sektor pariwisata (Jamal & Stronza, 2009; Wondirad et al., 2020;
Okazaki, 2008) menekankan aspek teori dan struktur kolaborasi, namun belum secara menyeluruh
mengulas bagaimana dinamika kekuasaan, peran teknologi digital, dan dukungan institusional lokal
saling memengaruhi efektivitas kolaborasi. Padahal, dalam praktiknya, interaksi kekuasaan (Reed, 1997)
dan keterbukaan data digital (Jovicic, 2019) sangat menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan wisata yang berkelanjutan. Ketiga, walaupun peran Destination Management
Organizations (DMOs) sebagai katalisator kolaborasi telah banyak diulas (Volgger & Pechlaner, 2014;
Komppula, 2014), studi mengenai kontekstualisasi peran DMO dalam ekosistem destinasi wisata di
kawasan berkembang atau kota kecil yang tidak memiliki struktur DMO formal masih minim. Di sinilah
muncul kebutuhan akan penelitian yang mengidentifikasi bentuk-bentuk alternatif dari DMO berbasis
kolaborasi informal atau hybrid governance yang berperan secara de facto di tingkat lokal. Dengan kata
lain, terdapat gap antara banyaknya konsep teoretis kolaborasi (yang ideal dan terstruktur) dan minimnya
studi empiris tentang bagaimana kolaborasi terjadi secara adaptif dan kontekstual di daerah dengan
kapasitas terbatas, baik dalam layanan publik maupun pariwisata.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas pentingnya pendekatan kolaboratif dalam tata
kelola destinasi dan layanan publik. Nurnawati et al. (2024) mengkaji pelaksanaan Collaborative
Governance dalam konteks Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Banda Aceh. Studi ini menyoroti
pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah, dukungan teknologi, serta kontribusi lintas sektor.
Meskipun secara umum kolaborasi dalam penerapan MPP dianggap cukup baik, tantangan seperti
keterbatasan SDM teknologi informasi dan infrastruktur tetap menjadi kendala yang perlu diperbaiki
untuk optimalisasi layanan. Dalam konteks konservasi dan pariwisata berbasis kawasan lindung, Jamal
dan Stronza (2009) menekankan kompleksitas struktur kolaborasi yang melibatkan masyarakat lokal,
sistem pemerintahan taman nasional, serta hubungan lokal-global dalam mewujudkan pariwisata
berkelanjutan. Studi mereka di Bolivia memperlihatkan dinamika evolusi kemitraan antara aktor lokal
dan internasional serta pentingnya integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah. Sementara itu, Okazaki
(2008) mengembangkan model Community-Based Tourism (CBT) yang menilai tingkat partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Studi kasus di Filipina menunjukkan pentingnya pengukuran
tingkat partisipasi dan redistribusi kekuasaan sebagai bagian dari upaya kolaboratif yang nyata. Namun,
seperti yang ditunjukkan Reed (1997), tidak semua upaya kolaboratif bebas dari ketimpangan. Dalam
kajiannya tentang perencanaan pariwisata komunitas di Kanada, ia menggarisbawahi bahwa relasi
kekuasaan yang timpang seringkali menghambat upaya kolaboratif, dan mekanisme penyeimbang
kekuasaan jarang efektif dalam konteks pariwisata yang baru tumbubh.

Fenomena pandemi juga menjadi titik reflektif penting bagi dunia pariwisata. Jamal dan Budke
(2020) menyarankan adanya tanggung jawab bersama antara aktor lokal dan global dalam membangun
kembali pariwisata yang tangguh dan beretika di tengah dan pasca-pandemi global. Dalam upaya



meningkatkan daya saing destinasi pedesaan, Komppula (2014) menyoroti peran vital wirausahawan
lokal. Studi kasus di Finlandia menunjukkan bahwa tanpa inovasi dan kolaborasi antarpelaku usaha
kecil, pengembangan destinasi akan stagnan meskipun dukungan pemerintah ada.

Jovicic (2019) menawarkan perspektif transformasional melalui konsep smart tourism destinations,
yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor
dan mendukung inovasi berkelanjutan. Wondirad et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan
ekowisata di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh efektivitas kolaborasi antar pemangku
kepentingan. Studi di Ethiopia mengungkapkan bahwa buruknya komunikasi dan minimnya partisipasi
komunitas lokal berakibat pada kegagalan konservasi dan ketimpangan manfaat ekowisata. Pada ranah
warisan budaya, Landorf (2009) menekankan perlunya perencanaan jangka panjang dan partisipatif
dalam pengelolaan situs warisan dunia. Meskipun sudah ada struktur perencanaan formal di enam situs
yang diteliti, masih ditemukan keterbatasan dalam pelibatan masyarakat lokal secara bermakna. Palmer
dan Bejou (1995) menganalisis aliansi pemasaran destinasi wisata dan menemukan bahwa pembentukan
aliansi sangat bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik setempat. Oleh karena itu, strategi
kolaboratif perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan batasan yang dihadapi para pemangku kepentingan.
Akhirnya, Volgger dan Pechlaner (2014) menyoroti pentingnya Destination Management Organizations
(DMOs) sebagai fasilitator jejaring kolaboratif. Keberhasilan DMO dalam meningkatkan daya saing
destinasi berkorelasi kuat dengan kemampuan mereka dalam membangun otoritas dan kepercayaan
melalui hubungan kolaboratif yang efektif.

14. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan lintas sektor yang mengkaji
praktik collaborative governance tidak hanya dalam konteks pariwisata berbasis komunitas
sebagaimana banyak diteliti sebelumnya, tetapi juga dalam tata kelola layanan publik, khususnya Mal
Pelayanan Publik (MPP) di daerah berkembang. Sebagian besar studi terdahulu, seperti yang dilakukan
oleh Okazaki (2008), Reed (1997), dan Jamal & Stronza (2009), memfokuskan diri pada kolaborasi
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya partisipasi komunitas,
relasi kekuasaan, dan struktur kolaboratif dalam mencapai keberhasilan proyek pariwisata, tetapi tidak
mengaitkannya secara langsung dengan dinamika tata kelola layanan publik di sektor pemerintahan.
Sementara itu, studi oleh Nurnawati et al. (2024) mengenai MPP di Banda Aceh memberikan kontribusi
penting dalam mengungkap bagaimana kolaborasi antara institusi pemerintah, sektor teknologi
informasi, dan aktor lokal terjadi dalam pelayanan publik. Namun, penelitian tersebut masih bersifat
deskriptif dan terbatas pada satu kasus, tanpa mengintegrasikan pendekatan teoretis yang lebih luas
mengenai kolaborasi multi-stakeholder seperti yang dibahas dalam pariwisata oleh Jamal & Budke
(2020) atau Wondirad et al. (2020). Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui tiga kontribusi utama.
Pertama, penelitian ini menggabungkan dua ranah yang selama ini dikaji secara terpisah, yakni
kolaborasi dalam tata kelola destinasi wisata dan dalam layanan publik, untuk melihat pola kolaborasi
yang bersifat lintas sektor dan lintas institusi. Dengan membandingkan konteks pariwisata (seperti dalam
studi Komppula, 2014; Volgger & Pechlaner, 2014) dan konteks pelayanan publik (Nurnawati et al.,
2024), ditemukan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh struktur formal atau
keberadaan DMO, tetapi juga oleh adaptabilitas pemerintah lokal terhadap teknologi dan dinamika
sosial. Kedua, studi ini menonjolkan peran teknologi digital sebagai penopang utama efektivitas
kolaborasi, sebagaimana ditegaskan dalam literatur smart tourism (Jovicic, 2019), namun mengkritisi
bahwa tanpa kesiapan SDM dan infrastruktur, keunggulan teknologi tidak serta merta menghasilkan
kolaborasi yang optimal. Ini menjadi pembeda dari literatur sebelumnya yang cenderung meromantisasi
potensi teknologi dalam tata kelola destinasi. Ketiga, penelitian ini mengangkat isu kesenjangan
kekuasaan dan partisipasi, seperti yang digarisbawahi oleh Reed (1997), namun dengan pendekatan yang



lebih operasional—yakni dengan melihat bagaimana peran otoritas lokal, pelaku swasta, dan komunitas
saling bernegosiasi dalam praktik kolaboratif. Dalam hal ini, kontribusi penelitian ini adalah pada
penyusunan kerangka konseptual yang menyeimbangkan antara pendekatan struktural (institusi dan
kebijakan) dan pendekatan dinamis (interaksi, relasi kuasa, dan adaptasi lokal). Dengan demikian,
kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengisi kekosongan kajian
lintas sektor dalam collaborative governance, memperluas pemahaman mengenai implementasi
kolaborasi pada konteks dengan keterbatasan kapasitas, serta menawarkan pendekatan integratif yang
mengaitkan teori, teknologi, dan praktik lokal secara langsung.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana collaborative governance
diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota Provinsi Papua Barat, dengan fokus
pada aktor yang terlibat, proses kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.

IL. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial
yang kompleks, termasuk proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan
pariwisata. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual
mengenai bentuk-bentuk kerja sama, interaksi, serta peran masing-masing aktor yang terlibat dalam
pengembangan pariwisata di Kampung Namatota. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami
dinamika pelaksanaan collaborative governance, termasuk faktor pendukung, hambatan, dan strategi
yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Namatota,
Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara
purposive dengan pertimbangan bahwa Kampung Namatota merupakan salah satu wilayah yang aktif
mendorong pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat dan kerja sama multiaktor.
Kampung ini menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip collaborative governance di daerah pesisir
Papua Barat, di mana keterlibatan pemerintah, masyarakat lokal, lembaga adat, dan organisasi non-
pemerintah berjalan secara dinamis dalam proses pembangunan sektor pariwisata. Informan dalam
penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu individu yang dipilih berdasarkan keterlibatannya
langsung dalam proses pengembangan pariwisata dan kolaborasi antar lembaga. Informan utama terdiri
dari aparat Kampung Namatota, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana, tokoh masyarakat,
pengelola wisata lokal, lembaga adat kampung, serta perwakilan LSM yang aktif dalam pengembangan
kawasan pariwisata berbasis masyarakat. Penentuan jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan
data dan prinsip saturasi informasi, yaitu penghentian pengumpulan data saat informasi yang diperoleh
dianggap cukup dan tidak ada temuan baru yang signifikan.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap
informan kunci untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk kolaborasi, peran
masing-masing aktor, pola komunikasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan
pariwisata. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang terkait
dengan pariwisata maupun interaksi antar pemangku kepentingan di Kampung Namatota. Sementara itu,
studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan
Kampung, notulensi rapat, berita acara musyawarah, laporan kegiatan, serta bahan publikasi lainnya
yang mendukung data primer (Nurdin & Hartati, 2019:173). Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri
dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data



dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah ke dalam informasi yang
relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi,
matriks, dan kutipan informatif guna mempermudah dalam melihat pola, hubungan, dan dinamika
kolaborasi antar aktor. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan merumuskan
temuan utama berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diverifikasi melalui pengecekan silang antar
informan dan teknik triangulasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki perspektif
dan posisi berbeda dalam struktur kolaborasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Sementara itu,
triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengecek
stabilitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh (Simangunsong, 2017:230). Dengan pendekatan dan
metode yang digunakan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan
mendalam mengenai praktik collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Kampung
Namatota, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk penguatan kolaborasi lintas aktor di
sektor pariwisata daerah. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu di awal Bulan Januari Tahun 2022
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana Papua Barat, alasan peneliti memilih lokasi
penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, Papua Barat, untuk memperoleh
data terkait pengembangan pariwisata di Kampung Namatota. Pemilihan ini didasarkan pada peran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab
dan wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Kampung Namatota.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Namatota’
Pendekatan Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota
melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, LSM, komunitas lokal, dan pelaku usaha. Model ini
mengacu pada kerangka kerja dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat elemen utama:
kondisi awal, fasilitasi dan kepemimpinan, desain kelembagaan, serta proses kolaboratif. Pengembangan
pariwisata di Kampung Namatota difokuskan pada pelestarian lingkungan dan penguatan budaya lokal
melalui sinergi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, LSM Sinara, serta
masyarakat setempat. Sinergi ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan infrastruktur
dasar, serta pengelolaan atraksi wisata berbasis alam dan budaya seperti homestay, atraksi budaya, dan
pelestarian tradisi lokal seperti Sasi Nggama. Meskipun kolaborasi telah terjalin, tantangan seperti
keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan minimnya promosi masih menjadi hambatan. Namun,
keberhasilan kolaborasi ini telah menunjukkan hasil yang positif, seperti diakuinya Kampung Namatota
sebagai salah satu desa wisata berkembang nasional melalui ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia
(ADWI) 2024.
1. Kondisi Awal
a. Kepercayaan Antar Pihak
Kerja sama dalam pengembangan pariwisata di Namatota ditopang oleh tingkat kepercayaan
yang tinggi antar pihak. LSM Sinara dipilih sebagai mitra strategis karena memiliki rekam jejak
dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat
dan Pokdarwis dalam pelatihan serta pendampingan yang difasilitasi oleh Sinara berkontribusi
pada peningkatan kapasitas lokal dalam mengelola wisata. Hal ini terbukti dari keberhasilan
Kampung Namatota menembus 50 besar ADWI 2024 dan meraih peringkat kedua dalam
kategori "Desa Berkembang".



b. Ketergantungan Sumber Daya
Keterbatasan sumber daya, terutama pada jumlah staf dan kapasitas pendanaan pemerintah
daerah, mendorong perlunya kolaborasi dengan pihak lain seperti LSM. Dukungan dana dari
APBD Kabupaten Kaimana senilai Rp558.410.000,- digunakan untuk pembiayaan kegiatan
pelatihan dan pendampingan masyarakat. LSM Sinara memainkan peran penting dalam mengisi
celah teknis dan sumber daya manusia, khususnya dalam pelatihan bahasa Inggris, pengelolaan
homestay, serta konservasi lingkungan.
c. Konflik Sebelumnya
Tidak ditemukan konflik berarti dalam kerja sama ini. Proses kolaborasi berlangsung secara
harmonis dengan partisipasi aktif semua pihak. Masyarakat dan Pokdarwis menunjukkan
peningkatan kemampuan dalam mengelola potensi wisata lokal secara mandiri. Keberhasilan
ini turut dibuktikan dengan kunjungan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
pada tahun 2021 serta partisipasi Kampung Namatota dalam ajang nasional ADWI.
2. Desain kelembagaan
Desain kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota mencerminkan
pengaturan peran, mekanisme kerja sama, dan struktur formal yang mendukung keterlibatan berbagai
pihak. Desain ini menjadi landasan bagi keberlangsungan kerja sama antara pemerintah, LSM, dan
masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata secara kolaboratif.
a. Struktur Kelembagaan
Pengembangan kelembagaan di Kampung Namatota dimulai dengan pembentukan Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai organisasi utama yang mengelola kegiatan pariwisata.
Kelompok ini dibentuk secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Kampung Namatota dan
bertugas mengidentifikasi serta mengelola potensi wisata lokal, menyiapkan sumber daya, serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pariwisata di kampung. Struktur organisasi
Pokdarwis didesain untuk memfasilitasi kerja tim secara fungsional, melibatkan tokoh
masyarakat, pemuda, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, adanya kesepakatan formal berupa
Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kaimana dengan LSM Sinara menunjukkan bentuk dukungan kelembagaan terhadap penguatan
kapasitas masyarakat. Kerja sama ini menghasilkan berbagai program pelatihan seperti
pengelolaan homestay dan transplantasi karang, yang bertujuan meningkatkan kemampuan
teknis masyarakat dalam pengelolaan wisata. Meskipun sudah menunjukkan kemajuan,
masyarakat masih membutuhkan bimbingan dalam aspek manajemen, promosi, dan pelayanan
wisatawan agar destinasi wisata dapat berkembang lebih optimal.
b. Proses Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata Kampung Namatota dilakukan secara
bertahap dan bersifat kolaboratif. Evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan
secara berkala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama LSM Sinara, dan hasilnya
digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pengembangan selanjutnya. Proses ini
telah mendorong penguatan kapasitas Pokdarwis dalam menghadapi penilaian Anugerah Desa
Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Beberapa kategori penilaian yang dipersiapkan meliputi daya
tarik wisata, amenitas, digitalisasi, kelembagaan dan SDM, serta ketahanan destinasi.
Pelaksanaan pelatihan seperti pengelolaan homestay dan konservasi lingkungan dikemas secara
terpadu untuk mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata
berkelanjutan. Namun, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi masih
perlu ditingkatkan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga, khususnya
generasi muda, merasa belum dilibatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan
strategis, termasuk dalam penetapan status kampung sebagai desa wisata. Hal ini menunjukkan



perlunya peningkatan transparansi, konsultasi publik, dan penguatan mekanisme partisipatif
yang lebih inklusif agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan
dan potensi lokal.
3. Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan fasilitatif dalam konteks pengembangan pariwisata di Kampung Namatota
menunjukkan bagaimana peran para pemimpin mampu mendorong kolaborasi lintas sektor, memperkuat
komunikasi, serta menciptakan iklim yang mendukung partisipasi berbagai pihak. Kepemimpinan ini
tidak hanya terletak pada satu individu atau lembaga, melainkan terbagi ke dalam beberapa peran kunci
yang saling melengkapi.
a. Peran Pemimpin
Dalam pengembangan pariwisata Kampung Namatota, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata
berperan sebagai pengarah strategis yang memastikan sinergi kebijakan dengan potensi lokal.
Di sisi lain, LSM Sinara memainkan peran pendamping yang intensif, khususnya dalam aspek
pelatihan, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pokdarwis Namatota menjadi
pelaksana utama yang menangani operasional kegiatan wisata secara langsung di lapangan.
Ketiga aktor ini membentuk sistem kolaboratif yang saling berinteraksi secara fungsional.
Kepala dinas merumuskan arah kebijakan dan melakukan supervisi, sementara tim teknis di
lapangan melaksanakan koordinasi harian. LSM Sinara menjadi jembatan komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat, sekaligus penyedia materi edukasi. Pokdarwis bertanggung jawab
pada implementasi kegiatan, pelayanan wisatawan, serta pelestarian lingkungan dan nilai
budaya lokal. Kegiatan seperti keterlibatan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia
menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemimpin formal dan komunitas dapat
mengangkat potensi desa ke tingkat nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan
dalam promosi pariwisata berbanding lurus dengan kesiapan aktor lokal dalam menyampaikan
informasi, menjaga kualitas destinasi, dan membangun jejaring.
b. Pemimpin sebagai Penggerak
Pemimpin sebagai penggerak memiliki peran penting dalam menjaga semangat kerja sama
antar pemangku kepentingan serta memastikan kesinambungan kebijakan dan program.
Pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai
motor penggerak utama yang menjaga agar pencapaian dalam pengembangan pariwisata tetap
menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri. Walaupun dukungan dari mitra
seperti LSM Sinara sangat signifikan, pemerintah Kabupaten Kaimana tetap menjaga agar
program-program yang dijalankan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan ini
memperkuat legitimasi pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah,
sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara luas.
Namun demikian, keberhasilan ini tetap membutuhkan konsistensi dalam bentuk dukungan
kebijakan, pendanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar program tidak berhenti
pada inisiatif jangka pendek. Kepemimpinan yang berkelanjutan dan adaptif sangat diperlukan
untuk menjaga agar proses pengembangan desa wisata terus bergerak maju dan mampu
menghadapi tantangan baru di masa mendatang.
4. Proses Kolaborasi
Proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kampung Namatota menunjukkan
pentingnya interaksi, komunikasi, serta mekanisme kerja sama antar aktor yang terlibat. Ketiga aspek
ini tidak hanya membentuk kerangka koordinasi, tetapi juga menentukan keberhasilan implementasi
program berbasis kolaboratif di tingkat lokal.
a. Dialog Tatap Muka



3.2

Dialog tatap muka menjadi salah satu fondasi penting dalam menjamin kelancaran koordinasi
dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Meskipun teknologi digital seperti grup WhatsApp dan
Messenger menjadi sarana komunikasi utama antar anggota Pokdarwis dan LSM Sinara,
komunikasi langsung melalui kunjungan lapangan dan pertemuan berkala tetap dilakukan
secara rutin. Kombinasi antara komunikasi daring dan tatap muka ini menunjukkan fleksibilitas
dalam mekanisme kolaborasi, serta memastikan keterhubungan dan akuntabilitas antar pihak
tetap terjaga. Dialog yang intensif ini tidak hanya memudahkan proses pertukaran informasi,
tetapi juga menjadi sarana pengambilan keputusan secara partisipatif.

. Trust Building

Kepercayaan antar pihak menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas kolaborasi jangka
panjang. Keterlibatan LSM Sinara dalam mendampingi dan mempromosikan Kampung
Namatota ke tingkat nasional menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat antara masyarakat
lokal, organisasi pendamping, dan pemerintah daerah. Hasil nyata dari proses ini, seperti
keberhasilan Namatota masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia serta
peningkatan fasilitas infrastruktur (menara telekomunikasi, listrik, dan air bersih), memperkuat
keyakinan masyarakat akan dampak positif dari kerja sama lintas sektor. Trust building terbukti
menjadi landasan yang memungkinkan terjadinya mobilisasi sumber daya dari luar serta
penerimaan masyarakat terhadap intervensi pembangunan.

. Komitmen Bersama

Komitmen bersama merupakan wujud nyata dari kesepahaman para aktor dalam mencapai
tujuan pembangunan pariwisata. Kegiatan rutin seperti pembersihan kampung dan penyusunan
paket wisata menjadi bukti konkret adanya kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas destinasi
dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Aktivitas tersebut tidak hanya mencerminkan
tanggung jawab sosial, tetapi juga menunjukkan integrasi nilai-nilai budaya dan kepedulian
terhadap keberlanjutan lingkungan dalam praktik kepariwisataan. Komitmen ini menjadi salah
satu indikator keberhasilan kolaborasi karena mendorong konsistensi dan kontinuitas program
yang telah direncanakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Collaborative Governance di
Kampung Namatota
Faktor Pendukung

. Kepercayaan Antar Pemangku Kepentingan

Kepercayaan antara pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan LSM
menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan collaborative governance di Kampung Namatota.
Kepercayaan ini memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpihak, serta memfasilitasi
terciptanya kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dalam pengembangan sektor
pariwisata. Hubungan yang terbina berdasarkan saling percaya memungkinkan setiap pihak
untuk mengambil peran secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun
implementasi program.

. Peran LSM Sinara dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat

LSM Sinara berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai
pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis
komunitas. Program pelatihan yang diberikan meliputi pengelolaan homestay, pelatihan
kerajinan tangan, pelatihan menjadi pemandu wisata, serta penggunaan media sosial sebagai
sarana promosi. Selain itu, LSM ini juga memberikan pendampingan langsung dalam kegiatan
kepariwisataan, baik dalam kegiatan harian maupun dalam momen khusus seperti kunjungan
pejabat dan partisipasi dalam kompetisi desa wisata. Agenda pelatihan yang disusun dalam



Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2024 meliputi berbagai materi penting, seperti pengantar
identifikasi daya tarik wisata, manajemen perjalanan wisata, pengelolaan kampung wisata,
identifikasi kuliner dan kerajinan lokal, hingga pasar pariwisata berkelanjutan. Materi tersebut
dirancang untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi dinamika pengelolaan
pariwisata secara profesional. Dampak dari pelatihan ini tercermin dalam meningkatnya
kualitas layanan pariwisata lokal, termasuk pengelolaan homestay yang lebih baik, kemampuan
masyarakat dalam memandu wisatawan, serta kemampuan promosi destinasi secara digital. Hal
ini juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sektor pariwisata, menjadikan
mereka sebagai aktor utama dalam pengembangan destinasi.

. Potensi Wisata yang Menarik

Kampung Namatota memiliki potensi wisata yang tinggi, baik dari segi keindahan alam
maupun kekayaan budaya. Destinasi seperti aktivitas snorkeling/diving bersama hiu paus dan
lumba-lumba, Danau Ubur-ubur, Sunset Point, dan Babanus House Reef menjadi daya tarik
utama yang belum banyak dimiliki oleh daerah lain. D1 sisi budaya, terdapat tradisi seperti “Sasi
Nggama” dan tradisi pemakaman raja dalam satu liang lahat, yang memiliki nilai historis dan
kearifan lokal yang tinggi. Keberadaan spot wisata buatan seperti Sky View dan jembatan
seratus juga turut menambah variasi atraksi wisata yang dapat ditawarkan kepada pengunjung.
Kombinasi antara wisata alam, budaya, dan buatan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam
pengembangan destinasi berbasis komunitas. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar
mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat lokal.

Faktor Penghambat

. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata

Meskipun pengelolaan wisata di Kampung Namatota berbasis komunitas, tidak semua
masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pariwisata. Rendahnya kesadaran lingkungan
di masa lalu, seperti kebiasaan membuang sampah ke laut, menjadi cerminan bahwa upaya
penyadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada kemajuan, penguatan
peran masyarakat dalam pengelolaan wisata harus terus didorong agar pariwisata yang
dikembangkan benar-benar berkelanjutan dan inklusif.

. Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan SDM

Keterbatasan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan penginapan, pemanduan
wisata, dan kemampuan berbahasa asing (seperti bahasa Inggris), menjadi hambatan dalam
peningkatan standar pelayanan pariwisata. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor
penentu dalam menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan. Oleh karena itu, perlu
adanya pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar masyarakat mampu bersaing dan
melayani wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, secara profesional.

. Sulitnya Mengumpulkan Anggota Pokdarwis

Kegiatan pembinaan dan koordinasi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) seringkali terkendala
oleh sulitnya mengumpulkan anggota, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
Aktivitas melaut yang padat dan tidak menentu menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi
dalam pertemuan atau pelatihan. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program-
program kolaboratif. Dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, misalnya dengan
menjadwalkan pertemuan sesuai waktu luang anggota atau memanfaatkan teknologi
komunikasi jarak jauh.



3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Studi Nurnawati et al. (2024) mengenai pelaksanaan Collaborative Governance di Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat
bergantung pada peran aktor utama, dukungan teknologi, dan penguatan kapasitas SDM. Hal ini sejalan
dengan temuan penelitian ini di Kampung Namatota, dimana kepercayaan antara masyarakat, LSM
Sinara, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi kolaboratif serta kapasitas SDM menjadi aspek
krusial. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa pelatihan SDM yang belum menyentuh
aspek bahasa dan pelayanan, serta kesulitan dalam pengorganisasian anggota Pokdarwis, yang belum
secara eksplisit dibahas dalam konteks MPP. Sementara itu, Jamal dan Stronza (2009) menekankan
kompleksitas kolaborasi di kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal dan sistem
pemerintahan taman nasional, dengan kebutuhan integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah. Penelitian ini
mengonfirmasi hal tersebut dengan menggambarkan dinamika multi-aktor di tingkat komunitas yang
harus diseimbangkan untuk mencapai pembangunan ekonomi sekaligus konservasi budaya. Okazaki
(2008) juga relevan dalam menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan redistribusi kekuasaan,
yang menjadi tantangan dalam penelitian ini karena partisipasi masyarakat belum optimal dan perlu
strategi peningkatan kapasitas. Reed (1997) mengingatkan bahwa relasi kekuasaan yang timpang sering
menghambat kolaborasi, suatu fenomena yang juga muncul di penelitian ini dimana LSM dan
pemerintah daerah memegang posisi sentral sehingga pengelolaan kekuasaan harus dilakukan secara
transparan dan inklusif agar kolaborasi efektif dan berkelanjutan. Kondisi pandemi yang dibahas oleh
Jamal & Budke (2020) memberikan konteks tambahan bahwa kolaborasi harus adaptif terhadap
perubahan eksternal, termasuk yang memengaruhi kapasitas SDM dan pelatihan, seperti yang juga
ditemukan dalam penelitian ini. Komppula (2014) menyoroti peran wirausahawan lokal dalam
meningkatkan daya saing destinasi, yang menguatkan temuan penelitian ini bahwa keberhasilan
kolaborasi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan LSM, tapi juga harus melibatkan pelaku usaha
lokal secara aktif dan inovatif. Jovicic (2019) memperkenalkan konsep smart tourism destinations yang
mengandalkan teknologi digital untuk memperkuat kolaborasi, sebuah potensi yang belum banyak
disentuh dalam penelitian ini tetapi menjadi arah pengembangan yang potensial untuk mengatasi kendala
pelatihan dan komunikasi. Wondirad et al. (2020) menunjukkan pentingnya kolaborasi stakeholder
untuk ekowisata berkelanjutan, dengan penekanan pada komunikasi efektif dan partisipasi komunitas.
Hal ini sangat relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan hambatan keterbatasan pelatihan
dan partisipasi yang dapat menghambat keberlanjutan ekowisata. Landorf (2009) menggarisbawahi
perlunya perencanaan jangka panjang dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan situs warisan
budaya, sejalan dengan upaya LSM Sinara dalam pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat lokal sebagai modal utama keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas. Dalam konteks
aliansi pemasaran destinasi, Palmer & Bejou (1995) menegaskan bahwa strategi kolaboratif harus
disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal, yang mendukung temuan penelitian ini
bahwa penguatan kolaborasi pemasaran antara pemerintah, LSM, dan komunitas sangat diperlukan
untuk memaksimalkan potensi alam dan budaya unik di Kampung Namatota. Akhirnya, Volgger &
Pechlaner (2014) menekankan pentingnya Destination Management Organizations (DMOs) dalam
membangun jaringan dan otoritas kolaboratif yang efektif, yang menguatkan peran LSM dan pemerintah
sebagai “jaringan pengelola” yang harus ditingkatkan kapabilitasnya agar kolaborasi berkelanjutan dan
destinasi pariwisata tumbuh kompetitif. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memiliki banyak
kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait pentingnya peran aktor kunci, penguatan
kapasitas, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap konteks lokal dalam collaborative governance.
Perbedaannya lebih pada fokus konteks operasional dan tantangan spesifik yang muncul, seperti kendala
pelatthan SDM, partisipasi Pokdarwis, dan aspek bahasa yang menjadi hambatan praktis di tingkat
komunitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya



tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang
perlu diatasi agar kolaborasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan di konteks pengembangan pariwisata
berbasis komunitas di Kampung Namatota.

34. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain faktor kepercayaan dan peran aktor kunci, penelitian ini membuka beberapa topik
menarik yang relevan untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan governance kolaboratif.
Pertama, pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan
koordinasi antar pemangku kepentingan. Mengingat temuan Jovicic (2019) tentang smart tourism
destinations, integrasi teknologi dapat memperkuat transparansi, akses informasi, serta inovasi layanan
yang berkelanjutan. Kedua, dilema hubungan kekuasaan dalam kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan
masyarakat yang sering kali mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Seperti diuraikan Reed
(1997), pengelolaan relasi kekuasaan harus bersifat inklusif agar kolaborasi tidak didominasi oleh
kelompok tertentu dan memunculkan konflik kepentingan. Ketiga, peran entrepreneur lokal sebagai agen
perubahan yang mampu meningkatkan daya saing destinasi menjadi isu krusial. Sebagaimana Komppula
(2014) temukan, penguatan peran wirausahawan kecil dapat mendongkrak nilai ekonomi sekaligus
memperkuat kemandirian komunitas. Terakhir, penelitian ini juga mengungkap tantangan dalam
pengelolaan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal pelatihan bahasa dan pelayanan, yang
berdampak pada kualitas layanan pariwisata berbasis komunitas. Hal ini menjadi perhatian penting agar
masyarakat tidak hanya menjadi pelaku pasif, melainkan juga profesional dalam pengelolaan destinasi.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance
dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada kepercayaan dan peran
strategis aktor kunci seperti LSM Sinara dan pemerintah daerah. Pendampingan dan pelatihan intensif
terbukti meningkatkan kapasitas masyarakat, meskipun keterbatasan dalam pelatihan SDM dan
pengorganisasian komunitas masih menjadi hambatan utama. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian
terdahulu yang menekankan perlunya dukungan teknologi, pengelolaan relasi kekuasaan yang adil, serta
penguatan peran pelaku lokal dan jaringan pengelola destinasi (DMO) sebagai faktor pendukung
keberlanjutan dan daya saing destinasi. Dengan demikian, pengembangan pariwisata berbasis komunitas
membutuhkan pendekatan yang holistik dan adaptif, mengintegrasikan aspek sosial, teknis, dan
struktural dalam membangun kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterbatasan Penelitian.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian yang
fokus pada satu daerah dengan aktor kunci terbatas mungkin mengurangi generalisasi temuan ke konteks
lain yang lebih luas. Kedua, aspek penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan kolaborasi dan
pariwisata belum dieksplorasi secara mendalam, padahal hal ini semakin penting di era smart tourism.
Ketiga, keterbatasan data kualitatif terkait dampak jangka panjang pelatihan dan pendampingan terhadap
keberlanjutan komunitas wisata masih kurang, sehingga perlu pengukuran dan evaluasi berkelanjutan
untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Terakhir, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam
dinamika kekuasaan dan konflik internal dalam komunitas, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas
kolaborasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama,
cakupan penelitian yang fokus pada satu daerah dengan aktor kunci terbatas mungkin mengurangi
generalisasi temuan ke konteks lain yang lebih luas. Kedua, aspek penggunaan teknologi digital dalam
pengelolaan kolaborasi dan pariwisata belum dieksplorasi secara mendalam, padahal hal ini semakin
penting di era smart tourism. Ketiga, keterbatasan data kualitatif terkait dampak jangka panjang



pelatihan dan pendampingan terhadap keberlanjutan komunitas wisata masih kurang, sehingga perlu
pengukuran dan evaluasi berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Terakhir, penelitian
ini belum mengkaji secara mendalam dinamika kekuasaan dan konflik internal dalam komunitas, yang
berpotensi mempengaruhi efektivitas kolaborasi.

Arah Penelitian Masa Depan (Future Work). Penelitian ini membuka berbagai peluang pengembangan
kajian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman dan praktik pengelolaan pariwisata berbasis
komunitas dengan pendekatan collaborative governance. Salah satu arah penting adalah eksplorasi lebih
mendalam mengenai pemanfaatan teknologi digital dan konsep smart tourism dalam memperkuat
koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan. Mengingat perkembangan pesat teknologi
informasi, integrasi solusi digital dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan transparansi, akses
informasi, dan inovasi layanan, sehingga mendukung pengelolaan destinasi yang lebih responsif dan
berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian komparatif di berbagai daerah dengan konteks sosial budaya yang
berbeda akan memberikan wawasan penting terkait faktor keberhasilan atau hambatan dalam penerapan
governance kolaboratif. Pendekatan multi-lokasi ini memungkinkan generalisasi temuan yang lebih luas
dan adaptasi strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik
lokal. Selain itu, studi longitudinal sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari
pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesinambungan
pengelolaan komunitas wisata. Monitoring berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi faktor-
faktor yang mendorong atau menghambat keberlanjutan kolaborasi dan kualitas layanan pariwisata.
Arah penelitian berikutnya adalah analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kekuasaan dan
konflik internal dalam komunitas pariwisata. Memahami bagaimana hubungan kekuasaan
mempengaruhi proses kolaborasi sangat penting untuk merumuskan mekanisme pengelolaan yang
inklusif dan efektif, sehingga semua pihak merasa diakomodasi dan terlibat secara aktif. Terakhir, peran
wirausahawan lokal sebagai agen perubahan sosial-ekonomi juga perlu menjadi fokus kajian, terutama
dalam konteks penguatan daya saing destinasi. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana
inovasi sosial dan kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat kemandirian komunitas dan menciptakan
nilai tambah yang berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dengan demikian,
arah penelitian masa depan hendaknya berorientasi pada integrasi aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan
kelembagaan agar pengembangan pariwisata komunitas dapat berjalan secara holistik, adaptif, dan
berkelanjutan.
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